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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG BILYET GIRO
MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PB1/2016
TENTANG BILYET GIRO

OLEH
Septa Syaidinansyah Pratama

Bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dan nasabah suatu
Bank kepada Bank yang bersangkutan, untuk memindahkan sejumlah uang dari
rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada
Bank yang sama atau Bank yang lain. Perlindungan hukum terhadap pemegang
bilyet giro menurut peraturan bank Indonesia diatur dalam Pasal 1, 2, 3, 4
peraturan bank Indonesia Nomor 1 8/41/PBI/2016 tentang bilyet giro.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif atau penelitian perpustakaan yuridis penelitian yang mengkaji
studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa
pendapat para sarjana. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan, jurnal, artikel, dan buku lainnya.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai
penggunaan bilyet giro kini diatur dalam Peraturan Bl (PBI) Nomor
18/41/PBI/2016 dan Surat Edaran (SE) Nomor 18/31/2016. Aturan tersebut
menggantikan SE Direksi Nomor 28 Tahun 1995. Untuk melipatgandakan
keamanan, Bl juga menerbitkan PBI Nomor 8/29/PBI1/2006 tentang daftar hitam
nasional penarik cek dan atau bilyet giro.

Kata kunci : bilyet giro, penelitian, bank.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang serba praktis untuk memudahkan dalam setiap transaksi,
masyarakat tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat
pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Terkait
dengan surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Indonesia (selanjutnya disebut KUHD) dalam buku ke | Bab VII Pasal 178 sampai
dengan Pasal 229 mengenai surat berharga mulai berlaku di Indonesia pada
tanggal 1 Januari 1936 setelah Indonesia merdeka melalui Pasal 11 Aturan
Peralihan, KUHD ini tetap berlaku demikian pula mengenai surat cek akhirnya
mulai berlaku bagi golongan bangsa Indonesia karena kebutuhan dagang sebagai
alat pembayaran tunai bagi pihak yang mempunyai rekening giro surat cek
maupun surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan,
nasabah yang mempunyai rekening giro setiap saat diperlukan dapat mengambil
uang gironya dengan menerbitkan surat cek baik untuk seluruhnya maupun
sebagian demi sebagian.

Dalam lalu lintas pembayaran itu lebih banyak yang bersifat kartal dan
pada yang bersifat giral. Adapun yang bersifat giral artinya tidak tunai/kontan,
dalam hal ini berupa wesel, cek, giro dan lain-lainnya. Peranan bilyet giro sebagai
salah satu alat pembayaran yang bersifat giral adalah sangat efisien sebagai suatu

sarana untuk menunjang lancarnya pembayaran dalam perekonomian.



Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang
penulisan ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada
bank penyimpanan dana untuk memindahkan bukukan sejumlah dana dari
rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada
bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro
tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran
dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.?

Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat
berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah sura perintah pemindah
bukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang
berharga. Maksud giro di sini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang
penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat
perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6
Undang-Undang perbankan).

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat.
Dalam praktek sehari-hari penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha
sebagai pemegang bilyet giro menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit
dengan memindah tangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui
bahwa bilyet giro tidak dapat dipindah tangankan dari tangan ke tangan maupun
endosemen.

Bilyet giro yang sudah dirasa aman sudah tidak seperti cek dan wesel yang

dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi masih bisa

1 Muhammad Abdul Kadir, 2003, Hukum Dagang Surat Berharga, Bandung, him. 224



dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan
bilyet giro kosong. Penerbit di sini memiliki wewenang untuk membatalkan
(Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No0.28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995).
Pembatalan karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan di sini ketika dana
tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau dipegang
oleh pemegang dan merugikan pemegang bilyet giro.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam
praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.
Untuk mengatasi hal mi maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat
Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan surat edaran Bank
Indonesia No0.4/670/UPBB/Pbb Tahun 1972 tentang bilyet giro.

Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan bilyet giro adalah
bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang
masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Bilyet giro tidak lain dari
surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada
bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang
bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang
sama atau pada bank lainnya.?

Dalam pemakaian surat berharga di kalangan para pedagang atau
pengusaha lebih menyukai pembayaran melalui surat berharga yang dapat

diuangkan. Artinya, walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga

2 Ibid, him. 224



dengan uang tunai sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak
berhak dapat diatasi. Surat berharga yang dimaksud itu ialah bilyet giro. Dalam
lalu lintas pembayaran penggunaan bilyet giro ini sama dengan surat berharga
yang lain yaitu surat wesel dan surat cek. Akan tetapi sangat disayangkan dalam
praktek sehari-hari terutama dalam dunia usaha masih dimanfaatkan oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab, jadi penggunaan bilyet giro ini pembayaran
sering terjadi dengan bilyet giro kosong.

Fakta yang terjadi pada 2009, mengutip data statistik sistem pembayaran
Bank Indonesia penarikan cek dan bilyet giro kosong pada bulan Februari 2009
mencapai 37432 transaksi. Adapun nilai transaksi Rp 998,74 miliar nominal
transaksi giro kosong mencapai Rp 684,22 miliar dengan volume transaksi
mencapai 28.758 kali.® Dari fakta yang terjadi bagi pemegang bilyet giro tidak
dapat mendapatkan pemindahan dana dan diperlukan perlindungan hukum kepada
pemegang bilyet giro kosong.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih
mendalam dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia

Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro™.

B. Permasalahan
Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas,

maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

3 Kompas.com Zulhamzah, wah, Bilyet Giro dan Cek Kosong meningkat, http://bisnis
keuangan.kompas.com/read/2009/03/19/11224715/Wah.bilyetgiro.dan.cek.kosong. Diakses 12
November 2018 Pukul 22:12



1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI1/2016?

2. Mengapa Pemegang Bilyet Giro harus dilindungi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan
objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka
ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada masalah perlindungan hukum
terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet Giro Menurut
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PB1/2016 tentang Bilyet Giro.

Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk memahami mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang
Bilyet Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI1/2016 dan
memahami upaya penyelesaian dari pihak Bank/kreditur dalam penerbitan
bilyet giro.

2. Untuk melakukan analisis mengenai peraturan-peraturan yang mengatur

mengenai Bilyet Giro.

D. Kerangka Konseptual
1. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan



ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.*

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpanan
adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.®

3. Perbankan adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek,
dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Pembelian,
penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran,
instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai
nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.®

4. Bilyet Giro adalah tidak lain dan pada surat perintah nasabah yang telah
distandardiser bentuknya kepada Bank penyimpanan dana untuk
memindah bukukan sejumlah dana dan rekening yang bersangkutan
kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama

atau pada bank lainnya.’

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yuridis penelitian

4 Setiono, 2004, Rule of Lawx (Supermasi Hukum). Surakarta Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas, Maret, him. 3

S Ikatan Bankir Indonesia (I1BI). 2013. Memahami Bisnis Bank, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, him. 295

® Santoso Sambiring. 2012. Hukum Perbankan. Bandung, him. 1

" Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. Hukum Dagang Surat-Surat Berharga,
Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, hIm. 189



yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan,
teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni
dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan

bukan dengan angka-angka.

. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya.

Adapun data sekunder yang akan dijelaskan sebagai penelitian
yaitu dalam bentuk:

1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam bentuk pasal atau perundang-undangan
yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2) Bahan hukum sekunder
Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian,
makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3) Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedi, Indeks

dan lain lain.



3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian mi penulis menggunakan
Teknik pengumpulan data sebagai berikut:
Studi kepustakaan, (library research) dalam memperoleh data sekunder
guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat
kabar, perundang-undangan serta dokumen dokumen vyang terkait
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dan data sumber-sumber yang dikumpulkan,
diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai
data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis
dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan
pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dan sumber bahan hukum tersebut

dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan
tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan
penulisan dengan sistematika sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi:
A. Latar Belakang

B. Permasalahan



BAB Il

BAB Il

BAB IV

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

D. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang:

A. Pengertian Perbankan

B. Pengertian Surat-Surat Berharga

C. Pengertian Nasabah

D. Pengertian Bilyet Giro

PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas penelitian sebagai berikut:

A. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Bilyet
Giro Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016
Tentang Bilyet Giro?

B. Mengapa Pemegang Bilyet Giro Harus Dilindungi?

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan penelitian yang meliputi:

A. Kesimpulan

B. Saran
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